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PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
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KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016-2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (1}
Undang-Undang Nomor 23 .Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan -Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021.

1.

Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones1a Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421});

Undang—Undang ‘Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemenntahan ‘Dag¢rah (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2GM __N_Qp;qr 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang’ (RPJP) Nasional. . Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran. Negara Republik
Indones1a Nomor 4700), ’

Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2007- tentang Penataan

Ruang (L& mbaran Negara Repubhk In_doneSIa Tahun 2007
.. Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor +32. Tahun 2009, tentang
Perhndungan dan Pengelolaan Llngkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Ingonesw Tahun 2009:Nomor
140,/ Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik
Indoflesliaf' Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara ' Republik }ndoné’sia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik - Indonesia Tahun 2905 Nomor 140, Tambahan
Lembaran N egara Republik Indonesm Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Mmlmal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoriesia Nomor 4585);

Peraturan . Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata'Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lembaran: Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); :
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemenntah Nomor, 8 Tahun -2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksansan Rén¢ana Pembangunan Daerah
(Lembaran. Negara Repubhk Indenesia Tahun 2008 Nomor
21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817); : !

Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wﬂaﬂ}_'_-f" Nasmnal {(Lembaran Negara
Repubhk Indones:a Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4833),

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan. - Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5103),

Peraturan Presiden . Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025;

Peraturan Presiden Nomeor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2F Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};




26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009
tentang Tata Cara Evaluasi- Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang tentang . Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendahan dan Evaluasi - Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Benta Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2010 Nomer 571),

Peraturan Menteri -Negara: Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M. PAN /5 72007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri ‘Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN / 11/2008 - _tentang
Pedoman Penyusunan Indlkator Kinerja Utama

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17
Tahun - 2907 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang . Daerah PrownSI ""Sumatera Selatan’ Tahun
2005-2025 ~ (Lembaran Ilaerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2007 Nomor 0’7),

Peraturan Daerah Provms1 Sumatera. Selatan Nomor 09

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah” Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2013-2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Illir Nomor 05
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kab. Ogan Ilir Tahun 2005-2025;

Peraturan-Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ogan Ilir 2012-2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun
2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kab. Ogan Ilir;




35.

36.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 08 Tahun
2013 tentang Perubahan kedua Perda Kabupaten Ogan
Ilir Nomor 03 Tahun-2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kab. Ogan Ilir;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun
2013 tentang Peru »ahan Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Nomor 04:Tahun 2005 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kab. Ogan Ilir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
_KABUPATEN OGAN ILIR
BUPATI OGAN ILIR
MEMUTUSKAN
Menetapkan ~ : PERATURAN ~ DAERAH . - TENTANG . RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA . MENENGAH DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016-2021.

BABI .

Pasal 1 .

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Ilir

Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelengaraan pemerintah daerah yang terdiri dari
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.




10.

(1).

@)

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang
dilakukan terus menerus dan terencana oleh seluruh
komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang
selanjutnya .disebut RPJP adalah  Dokumen
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Hir untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun
2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut’ RPJMD adalah Dokumen
Perencanaan. Pembangunan Kabupaten Ogan ilir untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2016-2021

Rencana Strategis-SKPD selanjutnya disebut Renstra
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
discbut RKPD adalah. .Dokumen °' Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Ogan qlir untuk periode 1
(satu) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Ogan Ilir berisi Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016-2021. ’

RPJMD Kabupaten Ogan Ilir berisi Arah Kebijakan
Keuangan - Daerah, Strategi - Pembangunan Daerah,
Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dan Program Kewilayahan dxsertal dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi.
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T
.

BAB Il
SISTEMATIKA

Pasa13

(1) ‘Naskah RPJMD- Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021
dzsusun dengan s1stemat1ka sebaga1 berikut :

BAB1 : PENDAHULUAN R

. BABTI : GAMB N UMUM KONDISI DAERAH
BAB.HI : GA AN PENGEL.IAAN KEUANGAN
BAB IV: : AN SU ISU STRATEGIS

"BABV : VISI; TUJUAN DAN SASARAN

:BABVI  : STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN .

“BABVII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN «-

BAB VII

DIKA AST. RENCANA PROGRAM’ PRIORTAS
uRANGKA PENDANAAN _ -

BAB IX 3 INDIKATOR
DAERAH .
BAB X : :PEDOMAN TRANSISI - DAN  KAIDAH

PELAKSANAAN

(2)Isi beserta uraian permm 1 sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 1'Peraturan Da 1 dan terdapat pada
dokumen RPJMD Kabu ai an -Ilir Tahun 2016-
2021, menjadi baglan © yang: ..tak terplsahkan “dari

Peraturan Daerah ini.

BABIV .
PELAKSANAAN RPJMD

. Pasal 4

(1) RPJMD Kabupaten Ogan Ilir disusun sebagai dasar
acuan dalam penyusunan. Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 5 tahunan mulai
tahun 2016 sampai 2021 dan acuan untuk penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) RPJMD Kabupaten Ogan Ilir dibentuk untuk dijadikan
tolok ukur kinerja: pembangunan daerah tahun 2016
sampai 2021
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang. dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan ' Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir. ' '

@ SEKRETARIS DAEﬁAH G

HERMAN E-/ '

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR 9




